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RINGKASAN

Manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, karena
manusia memang tercipta sebagai mahluk sosial (zoon politicon) yang akan selalu
tergantung dengan kehidupan manusia yang lainnya, dimana pada akhirnya
memunculkan saling keterikatan baik secara lahir maupun bathin antara satu manusia
dengan manusia yang lainnya. Salah satu bentuk keterikatan itu adalah dengan adanva
perkawinan antara seorang pria dan wanita untuk membina sebuah keluarga. Semua
orang yang membina keluarga selalu dapat hidup bersama dan sejahtera selamanya.
Namun ada kalanya kehidupan rumah tangga harus berhenti dengan putusnya
perkawinan, baik karena perceraian atau karena kematian. Putusnya suatu perkawinan,
terutama yang putusnya karena kematian seringkali menimbulkan masalah dengan
orang-orang yang ditinggalkannya, terlebih untuk masalah anak. Keberadaan seorang
anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya sering menimbulkan
perselisihan diantara para pihak yang merasa memiliki hak untuk merawat dan
membesarkan anak tersebut. Perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan lewat
jalan kekeluargaan sering tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, sehingga
para pihak membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk mendapatkan rasa
keadilan bagi kedua belah pihak.

Permasalahan yang dikupas dalam penulisan skripsi ini adalah :

I. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan cara
perdamaian ?

2. Apakah akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan
cara perdamaian ?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui  tentang cara
penyelesaian perselisihan hak perwalian anak kandung dengan cara perdamaian, akibat
hukum penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan perdamaian dan
melakukan analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri magetan No.13 / Pdt.G / 2002/
PN.Mgt.

Xii
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Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan masalah
secara sosiologis yuridis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan
sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian di lapangan yang
kemudian dikaji dengan proses pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan
prosedur pengumpulan data secara studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah
analisis deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif,

Penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan cara perdamaian
dilakukan dengan menuangkan dalam suatu perjanjian perdamaian yang tertuang
dalam akta perdamaian, yang pada akhirnya akan diputuskan oleh hakim menjadi
suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sifat dari putusan
perdamaian ini haruslah dapat mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak
yang bersengketa, karena isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh para
pihak dengan disaksikan dan didampingi oleh hakim mediator tanpa ada campur
tangan dari pihak lain. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak
kandung dengan perdamaian adalah bahwa putusan perdamaian tersebut mempunyai
kekuatan eksekutorial, jadi bila salah satu pihak mengingkari isi putusan tersebut akan
dilaksanakan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang diputus bukan dengan
Jalan damai. Kewenangan mengadili untuk Warga Negara Indonesia yang beragama
[slam seharusnya ada pada Pengadilan Agama bukan pada Pengadilan Negeri, sesuai
dengan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Berdasar uraian diatas maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan
masalah yang ada yaitu hendaknya untuk masalah yang para pihaknya masih ada
hubungan keluarga untuk berupaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa
harus melibatkan pihak lain, terlebih bila yang menjadi masalah adalah tentang anak :
Hendaknya bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam membawa

perselisihan yang timbul, yang berkaitan dengan perkawinan kepada Pengadilan
Agama.

X1ii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial,
karena manusia memang tercipta sebagai mahluk sosial ( zoon politicon ) vang
akan selalu tergantung dengan kehidupan manusia lainnya, dimana pada akhirnya
memunculkan saling keterikatan baik secara lahir maupun bathin antara satu
manusia dengan manusia yang lainnya.

Salah satu bentuk keterikatan itu adalah terjadinya pernikahan antara
seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin sebagai
suami isteri dengan tujuan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan untuk
meneruskan keturunan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semua orang yang membina sebuah keluarga selalu menginginkan adanya
kerukunan dalam perjalanan rumah tangganya, dan selalu dapat hidup bersama
sampai akhir hidup. Namun ada kalanva perjalanan hidup manusia berkata lain,
dimana sebuah perjalanan rumah tangga terkadang harus berhenti di tengah ialan
dengan berbagai sebab, entah karena perceraian atdu karena kematian dari salah
satu pihak, yang mengakibatkan putusnya ikatan lahir dan bathin diantara mereka

Putusnya ikatan suami isteri, terutama yang putusnya dikarenakan
kematian dari salah satu pihak seringkali menimbulkan masalah dengan orang —
orang yang ditinggalkannya, terlebih untuk masalah anak, dimana anak adalah
buah dari adanya perkawinan yang membawa hak dan kewajiban dari kedua orang
tuanya. Masalah anak ini bisa memunculkan perselisihan diantara orang — orang
yang berada di sekitarnya untuk bisa memiliki hak untuk menjadi wali mereka.

Keberadaan anak terutama mengenai siapa yang merawat dan
membesarkannya sangat berpengaruh pada segi psikologis si anak nantinya,
sehingga perlu diperhatikan tentang siapa yang berhak untuk menjadi wali dari si
anak ketika salah seorang atau kedua orang tuanya bercerai atau meninggal dunia.

Terlebih apabila si anak akan melakukan perbuatan hukum, dimana menurtt
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Undang-undang untuk anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan

hukum harus didampingi oleh walinya.

Keberadaan anak yang telah ditinggal mati oleh salah satu atau kedua
orang tuanya sering kali menimbulkan perselisihan kepada pihak-pihak yang
merasa memiliki hak untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Perselisihan
yang timbul sebagian besar adalah dari keluarga salah satu orang tua anak yang
posisinya sudah atau pernah memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang lain.

Perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan lewat jalan kekeluargaan
sering kali tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu
sering kali para pihak memutuskan untuk membawa sengketa perwalian ini di
hadapan pengadilan untuk mendapatkan suatu keputusan yang membawa rasa
keadilan bagi kedua belah pihak. Sengketa itu dimasukkan ke pengadilan melalui
surat tuntutan dari salah satu pihak yang merasa telah dilanggar haknya, kemudian
oleh pengadilan akan diteliti kelengkapan dan akan ditunjuk hakim untuk
menyelesaikan sengketa para pihak.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adalah
dengan jalan perdamaian. Mengenai putusan perdamaian diatur dalam pasal 130
HIR, yang bisa diuraikan sebagai berikut :

I. Jika pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang, maka
Pengadilan Negeri dengan bantuan ketua Pengadilan akan mencoba
mendamaikan mereka.

2. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu
sidang, akan dibuat akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk
memenuhi perjanjian yang telah dibuat, denga demikian akta akan mempunyai
suatu kekuatan hukum yang tetap, dan akta perdamaian itu akan dilaksanakan
sebagaimana putusan biasa.

3. Tentang putusan perdamaian tidak diizinkan para pihak untuk melakukan
banding,

Peranan hakim dalam usaha untuk memperdamaikan suatu perkara adalah

sangat penting.
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Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut tentang proses — proses hukum dalam sebuah perdamaian atas
sengketa khususnya tentang sengketa perwalian anak kandung yang terjadi di
Pengadilan Negeri Magetan.

Maka penulis mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN ANAK KANDUNG
DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN.
(Studi putusan No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt).

1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :
I. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa perwalian anak dengan cara
perdamaian?
2. Apakah akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak dengan cara

perdamaian ?

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan mengenai batasan
lingkup materi yang hendak dibahas guna menghindarkan adanya penulisan yang
terlalu luas tanpa arah.

Ruang lingkup materi yang akan dibahas adalah tentang penyelesaian
persengketaan anak yang berakhir dengan perdamaian di Pengadilan Negeri

Magetan sesuai yang tertuang dalam perkara nomor 13 / Pdt.G / 2002 / PN Mgt.

1.4. Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan sripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan yang

bersifat umum dan yang bersifat khusus,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember.

1.4.2. Tujuan Khusus
Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan khusus yang ingin

dicapai yaitu :

1. Ingin mengetahui cara penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan
cara perdamaian.

2. Ingin mengetahui akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak
dengan cara perjanjian perdamaian.

3. Ingin melakukan analisa mengenai putusan perkara No.13/ Pdt.G / 2002 /
PN.Mgt.

1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis pakai adalah metode deskriptif, vaitu
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi, temuan — temuan di
lapangan  yang kemudian di analisa berdasar hasil kepustakaan untuk

mendapatkan jawaban yang benar.

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu
suatu pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian hukum dan dipandang
relevan dengan permasalahan yang sedang dikupas. Pada awalnya yang diteliti
adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan
(Soerjono Soekanto, 1986:52)

Pendekatan sosiologis-yuridis ini memadukan kenyataan yang ada di

lapangan dengan peraturan perundang — undangan dan teori yang berlaku.
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1.5.2. Sumber Data
1. Primer

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data dengan
cara penelitian langsung di lapangan lewat wawancara langsung dengan pthak —
pthak yang terkait dan yang mengerti tentang masalah perjanjian perdamaian.
Pihak — pihak yang terkait tersebut antara lain Bapak Charis Mardiyanto, S.H.
selaku Ketua Pengadilan Negeri Magetan, Bapak Eko Ariyanto, S.H. selaku
Hakim yang menangani perkara perjanjian perdamaian No.13 / Pdt.G / 2002 /
PN.Mgt sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 29 desember, serta
kalangan akademisi yang mendalami disiplin ilmu hukum perdata.
2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan jalan
mengkaji referensi-referensi, studi dokumen dan sumber — sumber bacaan lain

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

1.5.3. Pengumpulan Data
Penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data — data dalam tulisan

ini, menggunakan cara melalui :

I. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui
literatur, peraturan perundang — undangan, karya ilmiah dan léin — lain yang
relevan.

2. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui
wawancara baik lisan maupun tertulis dengan pihak — pihak yang terkait dan
mengerti  tentang masalah perjanjian perdamaian, diantaranya Ketua
Pengadilan Negeri Magetan dan Hakim yang menangani perkara No. 13 /
Pdt.G /2002 / PN.Mgt.
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1.5.4. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data, setelah data terkumpul maka dilakukan
pengklasifikasian dari data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan
data ,dFLl“'ﬂ)_tE yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan
perilakunya dengan tujuan untuk memahami dan meneliti gejala yang diteliti,

Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penulisan ini diupayakan
mendeskripsi suatu gejala dengan memakai metode deduksi dan induksi secara
logis. Metode deduktif digunakan sebagai analisa data yang mendasarkan kepada
aturan - aturan yang umum, dalam hal ini peraturan - peraturan yang
berhubungan dengan penyelesaian sengketa dengan Jalan perdamaian. Selanjutnya
dilakukan pembahasan untuk dicoba ditarik suatu kesimpulan yang bersifat
umum, dengan menggunakan metode induktif sebagai analisa terhadap kasus -
kasus tertentu yang dapat dipandang menghambat proses penyelesaian sengketa

dengan jalan perdamaian tersebut.
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Fakta

Fakta dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil salah satu perkara
perebutan hak perwalian anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Magetan yang
termuat dalam perkara Nomor 13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt yang diakhiri dengan
perdamaian.

Dalam perkara ini pihak kesatu yang berlaku sebagai penggugat adalah
Prilaksono, yang posisinya adalah ayah kandung dari Argo Jogiarto dan Giri
Danuarto, dua anak yang menjadi sengketa, dan pihak kedua yang bertindak
selaku tergugat adalah Sumadi dan Marsini yang posisinya adalah kakek dan
nenek dari dua anak yang menjadi sengketa. Semua pihak yang berperkara ini
beragama Islam.

Sengketa ini timbul dikarenakan kedua anak yaitu Argo Jogiarto dan Giri
Danuarto sejak kecil dititipkan kedua orang tuanya (Prilaksono dan Titik Suryanti)
kepada kakek (Sumadi dan Marsini) mereka, karena kedua orang tuanva bekeria
di luar kota. Tak lama kemudian si ibu (Titik Suryanti) meninggal dunia karena
sakit. Dalam posisi kedua anak tersebut masih dalam asuhan kakek/neneknya,
sang ayah menikah lagi.

Selang beberapa waktu sang ayah meminta kedua anaknya yang dulu
dititipkan kepada Sumadi dan Marsini, akan tetapi ditolak oleh keduanya karena
dianggap bahwa mereka masih mempunyai hak untuk mengasuh dan
membesarkan kedua anak tersebut dikarenakan itu merupakan anak dari
almarhum anak mereka.

Usaha untuk berdamai telah dilakukan para pihak melalui jalan
kekeluargaan dan melalui badan perdamaian desa dan para pihak sepakat untuk
berdamai. Namun ternyata meski para pihak telah berjanji untuk berdamai, akan
tetapi dalam perjalanannya pihak tergugat tidak menepati isi perjanjian

perdamaian tersebut.
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Prilaksono mengajukan gugatan atas Sumadi dan Marsim Kkepada
Pengadilan Negeri Magetan dengan alasan bahwa kedua anak tersebut adalah hak
darinya.

Dalam tahap pemeriksaan para pihak disarankan oleh hakim untuk
menempuh jalan perdamaian, dengan menunjuk seorang hakim mediator untuk
membantu menyelesaikan dan mendampingi para pihak untuk dapat melakukan
perjanjian perdamaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Para
pihak pun sepakat untuk mengakhiri persengketaan ini dengan jalan perdamaian
di depan pengadilan.

Kesepakatan yang akhirnya ditempuh dan disetujui oleh kedua belah
pihak antara lain :

|. Bahwa pihak kedua mengakui bahwa Argo Jogiarto dan Giri Danuarto
adalah anak kandung dari Prilaksono hasil perkawinannya dengan Titik
Suryanti. Bahwa pihak kedua akan menyerahkan penguasaan kedua anak
tersebut kepada pihak kesatu pada hari selasa 4 Februari 2003 di depan
sidang Pengadilan Negeri Magetan.

2. Bahwa pihak kesatu berjanii akan merawat dan mendidik serta mengasuh
kedua anak tersebut dengan baik. Bahwa pihak kesatu tidak keberatan
apabila pihak kedua datang kepada kedua anak tersebut dan sebaliknyva.

3. Bahwa pihak kedua berkewajiban untuk memberi pengertian agar kedua
anak tersebut mau untuk kembali kepada pihak kesatu apabila anak-anak
itu tidak mau untuk kembali kepada pihak kesatu.

4. Bahwa apabila nantinya salah satu pihak tidak melaksanakan atau
melanggar syarat-syarat dalam akta perdamaian tersebut, maka bersedia
untuk dituntut menurut peraturan yang berlaku.

Persetujuan yang telah dibuat itu selanjutnya dibacakan di depan kedua
belah pihak, mereka masing — masing menyetujui isi persetujuan yang diadakan.
Dengan demikian rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian
perdamaian yang bernama akta perdamaian itu benar — benar merupakan inisiatif

dan kehendak dari para pihak disertai peran hakim yang membantu mereka
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sebagal pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian
perdamaian.

Rumusan perjanjian / perdamaian telah tertulis dalam sebuah akta, maka
para pihak membubuhi tanda tangan mereka dalam akte perdamaian. Kemudian
akta perdamaian tersebut diajukan pada pengadilan (hakim) untuk diputuskan
menjadi putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak mau menandatangani
akta tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan putusan
perdamaian dalam pengadilan dan pengadilan akan menolak permintaan putusan
perdamaian. Jalan satu — satunya perkara tersebut akan berlanjut dalam

pemeriksaan selanjutnya.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan
pembahasan pada skripsi ini adalah
[. Pasal 130 HIR

Ayat (1) :

Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan
negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
Ayat (2) :

Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang
diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak
dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

)

. Pasal 63 Undang-undang No.l Tahun 1974
Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah -
a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
b. Pengadilan umum bagi yang lainnya.

3. Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1987
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam:
c. Wakaf dan shadaqah.
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2.3. Kajian pustaka
2.3.1 Pengertian Anak Kandung

Menurut R.Soetojo (2000;166) dalam pasal 250 KUH Perdata dijelaskan
bahwa anak kandung adalah anak — anak yang dianggap lahir selama perkawinan
orang tuanya, schingga memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Dalam hal ini
berarti anak tersebut adalah anak sah dani ibu dan suami ibunya, sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat diakui menjadi anak sah harus memenuhi
syarat-syarat yaitu anak tersebut dilahirkan dan tumbuh sepanjang perkawinan.

Masalah tentang anak dan kedudukannya diatur dalam Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu pada bab IX pasal 42
s/d pasal 47. Pasal 42 undang-undang No.l tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Perkawinan mengatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menurut Subekti (1985 ; 48) seorang anak sah (wettig kind) 1alah anak
yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian,
seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Suatu
tenggang waktu kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang
kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari
setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah.

Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari
pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu,
kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum
pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran
dan surat kelahiran itu turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si
ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya

sendiri.
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2.3.2. Pengertian Perwalian

Menurut Subekti (1985:52) perwalian adalah pengawasan terhadap anak
yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta
pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang,

Anak yang berada di bawah perwalian adalah
I. Anak sah yang mana kedua orang tuanya dicabut kuasanya sebagai orang tua;
2. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai:

3. Anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind). (R.Soetojo, 2000;97)

Menurut KUH Perdata pasal 345, apabila salah satu orang tua meninggal
orang tua yang lainnya dengan sendirinya akan menjadi wali dari anaknya.
Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij).

Kompilasi hukum [slam tidak menyebutkan definisi tentang perwalian,
hanya saja di dalamnya dijelaskan bahwa perwalian hanya dilakukan terhadap
anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan
perkawinan.

Pasal 50 Undang-undang No.l tahun 1974 tentang Pokok Pokok
Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur |8 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada
dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Berdasar pengertian-pengertian tentang perwalian diatas, maka seorang
anak yang yang berada di bawah perwalian adalah seorang anak yang belum
dewasa dan atau belum pernah menikah yang tidak berada di dalam penguasaan
orang tuanya dan tidak perwalian tersebut dapat berupa diri pribadi maupun harta
kekayaan si anak yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya.

Menurut A Ridwan Halim (1985 ; 61) dilihat dari undang-undang no.1
Tahun 74 pasal 45 dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orangtua itu bersifat
individuil, artinya dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya baik secara bersama-
sama atau sendiri-sendiri. Jadi walaupun perkawinan kedua orang tua putus, maka
kekuasaan orang tua akan berlangsung terus dan dilaksanakan oleh salah seorang

dari orang tua yang bersangkutan.
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2.3.3. Pengertian Perdamaian

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1851 Kitab Undang —
undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu
persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan
atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung,
ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Menurut Subekti, (1989:56) perjanjian perdamaian ini adalah suatu
perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu
perkara, sedangkan masing-masing melepaskan sementara hak-hak atas tuntutan
seperti yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1851 ayat (2) yang
menyatakan bahwa seseorang mempunyai suatu kekuasaan untuk melepaskan
haknya atas hal-hal yang termasuk didalam perdamaian itu.

Menurut Soepomo (1996 ; 56), Perdamaian adalah suatu putusan yang
diambil tidak atas pertanggung jawaban hakim, melainkan sifat persetujuan antara
kedua belah pihak atas pertanggungan mereka sendiri.

[si pasal yang menjelaskan tentang perdamaian dan dari pendapat-
pendapat diatas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian
perdamaian itu dibuat untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perselisihan
antara para pthak. Menurut M. Yahya Harahap (1991:273) kedua belah pthak yang
bersangkutan harus sama-sama menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri
persengketaan. Persetujuan mesti murni datang dani kedua belah pihak atau
kehendak dari hakim untuk mendamaikan para pihak. Dalam hal ini berlaku
unsur-unsur persetujuan seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni:

I. Adanya kata sepakat dengan sukarela;
2. Objek persetujuan mengenai pokok tertentu;
3. Berdasar alasan yang diperoleh.
Jadi perjanjian perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya

kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1321 KUH
Perdata. Oleh karena itu dalam persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap

unsur esensial persetujuan.
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23.4. Macam Perdamaian

Putusan perdamaian dengan perjanjian yang dibuat di luar pengadilan pada
dasarnya memiliki perbedaan pokok. Jika dalam putusan perdamaian yang dibuat
di dalam pengadilan melekat kekuatan eksekutorial sebagai putusan yang tetap,
dalam perjanjian perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak melekat

kekuatan eksekutorial karena dianggap sebagai perjanjian biasa.

2.3.4.1. Perdamaian Dengan Putusan Pengadilan
Mengenai perdamaian dengan putusan pengadilan ini ada dua cara yang
dilakukan baik oleh hakim maupun oleh para pihak yang bersengketa :

I. Para pihak yang bersengketa membuat sendiri persetujuan perdamaian dalam
suatu akta, maksudnya isi perjanjian perdamaian dirumuskan sendiri oleh
para pihak yang bersengketa, kemudian para pihak membubuhkan tanda
tangan sebagai bukti bahwa akta tersebut merupakan hasil kesepakatan yang
telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian para pihak
menyerahkan hasil dari perjanjian perdamaian itu kepada hakim yang
menangani sengketa para pihak. Pada akhimya hakim akan menjatuhkan
putusan sesuai dengan materi atau isi dari persetujuan perdamaian dengan
diktum menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi
persetujuan tersebut.

2. Cara yang kedua adalah perdamaian atas peran aktif hakim. Majelis hakim
akan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 130
HIR) meskipun proses pemeriksaan sedang berjalan. Menurut Surat Edaran
Mahkamah Agung No.l Tahun 2002, disebutkan bahwa apabila diperlukan
untuk sebuah perdamaian maka ditunjuklah seorang hakim mediator yang
bertugas untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari
masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan mencari
informasi tentang keinginan masing — masing pihak, yang kemudian akan
dikonsultasikan pada masing — masing pihak untuk mendapatkan hasil yang

saling menguntungkan (win win solution). Apabila hakim berhasil dalam
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memperdamaikan para pihak maka kedua belah pihak akan dipanggil dalam
persidangan untuk dibuatkan akta perdamaian. Dengan diputuskannya akta
perdamaian 1tu para pthak dihukum untuk menepati apa yang disepakati atau
disetujui tersebut.

Suatu perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa yang
diputuskan oleh hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maksudnya
bahwa perjanjian perdamaian yang diputuskan oleh hakim kekuatannya sama
dengan putusan biasa, sehingga para pihak harus menaati isi dari perjanjian
perdamaian tersebut.

Dalam hal ini tidak saja kekuatan hukum mengikat yang melekat pada
peraturan perdamaian, akan tetapi juga di dalamnya melekat kekuatan hukum
eksekutorial. Hal mi berarti, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi
persetujuan perdamaian, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri, agar supaya pihak yang ingkar dipaksa

memenuhi isi putusan perdamaian.

2.3.4.2. Perdamaian Di Bawah Tangan

Isilah perdamaian yang dilakukan dibawah tangan bisa disamakan dengan
perjanjian-perjanjian pada umumnya, karena sifat yang terdapat dalam perjanjian
perdamaian di bawah tangan serupa dengan sifat dari perjanjian pada umumnya.
Dimana menurut Subekti (1985:1), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melakukan sesuatu hal.

Menurut M.Yahya Harahap (1991:275) perdamaian diluar pengadilan
adalah perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi
diajukan ke pengadilan. Perdamaian ini dapat berbentuk akta notaris atau akta di
bawah tangan.

Undang — undang pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan mengenai
definisi dari perjanjian, yaitu : "suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
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Perjanjian perdamaian yang dilakukan di bawah tangan, berarti di sini para
pihak membuat sebuah perjanjian sendiri, dimana didalamnya terdapat
kesepakatan untuk melakukan sesuatu hal, yang mana perjanjian itu mengakhiri

suatu sengketa diantara para pihak.

2.3.5. Tujuan perdamaian
Usaha perdamaian dalam proses pemeriksaan perkara perdata dimuka
sidang pengadilan pada hakekatnya merupakan gambaran kehendak manusia pada
umumnya untuk hidup secara tenang, tentram dan damai dengan sesamanya.
Pemutusan suatu perkara oleh pihak pengadilan merupakan sutu tindakan akhir
apabila para pihak yang berperkara itu sudah tidak mungkin didamaikan lagi.
Menurut Victor M. Situmorang (1992 ; 17) pihak-pihak yang berperkara
diharapkan untuk sedapat mungkin menempuh usaha perdamaian di dalam
pengadilan. Dikarenakan perdamaian itu sendiri sangat menguntungkan bagi
kedua belah pihak. Tujuan dari perdamaian itu antara lain
I. Kebaikan-kebaikan yang didapat dari putusan perdamaian memang
menjanjikan suatu keadilan, karena perdamaian itu dibuat sendiri oleh para

pihak yang bersengketa.

(]

. Putusan perdamaian itu lebih manusiawi karena tidak memutuskan tali
persaudaraan diantara para pihak yang bersengkata karena perdamaian itu

bersifat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa.

LJ

- Penyelesaian cepat, hingga memperingan biaya-biaya yang harus dipikul para
pihak untuk membayar ongkos-ongkos dalam membayar perkara.

Retnowulan  sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997;36,
menjelaskan bahwa peranan hakim dalam menyelesaikan perkara secara damai
sangatlah penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi
masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan,
karena perkara yang ada selesai sama sekali, biaya murah, penyelesaiannya cepat.
Selain dari itu permusuhan antara para pihak yang bersengketa menjadi

berkurang, hal ini jauh lebih baik daripada diputus dengan putusan biasa.
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M.Yahya Harahap (1991;280) menjelaskan bahwa putusan perdamaian
mempunyai keistimewaan karena mempunyai kekuatan eksekusi, meski isi dari
akta itu bukanlah hasil pertimbangan hakim, tetapi atas dasar kehendak dan
kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan karena
dalam putusan perdamaian didahului dengan kalimat “DEMI KETUHANAN
YANG MAHA ESA”™ yang juga disebut mempunyai titel eksekutorial.

2.3.6. Syarat Perdamaian

Syarat-syarat formal dari suatu putusan perdamaian dapat dilihat dalam
pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi : Perdamaian adalah suatu persetujuan
dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan
suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun
mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika
dibuat secara tertulis. Juga dapat dilihat dari isi pasal 130 HIR yang berbunyi :

| Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak, maka pengadilan negeri
dengan pertolongan ketua akan mencoba memperdamaikan mereka.

2. Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang
dibuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak
dihukum untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Victor M. Simutorang (1992 :26), menjelaskan bahwa dari isi kedua pasal

diatas, maka bisa dilihat bahwa syarat formil dari putusan perdamaian adalah

. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak
Dalam putusan perdamaian tersebut, kedua belah pihak yang bersangkutan
sama-sama menyetujul  dengan sukarela untuk mengakhiri sebuah
persengketaan. Dengan demikian berlaku sepenuhnya  unsur-unsur
persetujuan sebagaimanadiatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang antara
lain: a. Adanya kata sepakat ; b. Kedua belah pihak cakap membuat
perjanjian ; c. Dibuat persetujuan mengenai pokok tertentu : d. Berdasar
alasan yang diperbolehkan. Jadi putusan perdamaian haruslah tunduk
sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 dan
pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidaklah
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boleh terdapat cacat pada setiap unsur pokok atau esensial dari persetujuan.
Dengan demikian dalam pembentukan perjanjian perdamaian tidaklah boleh
terdapat unsur-unsur kekeliruan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan
(bedrog).

Mengakhiri Sengketa

Putusan perdamaian harus benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi
antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak secara tuntas
mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap
tidak memenuhi syarat formal, sehingga putusan yang seperti itu dianggap
tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak.

Dapat kiranya dikatakan bahwa agar suatu putusan perdamaian itu sah dan
mengikat kepada para pihak yang bersengketa, perdamaian itu haruslah tuntas
mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Hal ini sesuai dengan isi pasal 1851
KUH Perdata yang isinya :

Akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang
mengakhiri suatu sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau
sengketa perkara yang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya
suatu perkara di pengadilan.

Sengketa Yang Telah Ada

Adapun syarat lain yang menjadi dasar putusan perdamaian, harus didasarkan
atas persengketaan yang sudah ada. Menurut pasal 1851 KUH Perdata
persengketaan itu haruslah sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan
atau sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke
pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah
terjadinya perkara di sidang pengadilan.

Isi pasal 1851 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
dimaksud dengan sengketa yang sudah ada itu belum tentu sengketa yang
sudah diajukan di pengadilan. Maksudnya bahwa sengketa yang sudah ada

tetapi belum diajukan ke pengadilan pun sudah termasuk di dalamnya.
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4. Berbentuk tertulis

Syarat keempat dari sebuah putusan perdamaian adalah menuangkan isi
perdamaian dalam bentuk tertulis. Suatu persetujuan perdamaian dikatakan
tidak sah apabila dibuat secara lisan. Sedangkan sahnya suatu persetujuan
perdamaian hanya apabila dibuat secara tertulis, dan syarat ini sifatnya
imperatif (memaksa). Hakim pengadilan akan menjatuhkan putusan putusan
sesual dengan 1si persetujuan perdamaian dengan diktum (amar) yang telah
disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Sengketa Perwalian Anak Kandung Dengan Cara
Perdamaian

D1 dalam praktek pengadilan, tawaran hakim untuk melakukan perdamaian
(dading) dalam suatu perkara tidak selalu dapat disetujui atau dipatuhi oleh para
pihak. Berbagai latar belakang atau motivasi lain dari para pihak-pihak yang
berperkara dalam hal menggunakan dading atau tidak, semua tergantung pada
sifat perkara itu sendiri.

Dalam kasus persengketaan perwalian anak, pihak yang merasa dilanggar
hak nya atau yang merasa dirugikan akan menempuh dua jalur, yaitu
1. Kekeluargaan

Pada cara ini kedua belah pihak berkumpul untuk membicarakan secara
kekeluargaan tentang bagaimana jalan yang terbaik tentang perwalian ini, demi
kebaikan kedua belah pihak dan anak yang diperebutkan. Hal ini menyangkut
tentang bagaimana biaya ekonomi, pendidikan dan juga masa depan dari anak
yang diperebutkan. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dengan kata
lain  tidak menemukan jalan keluar yang terbaik, maka pihak yang merasa
dirugikan akan menggunakan upaya hukum yaitu dengan menyerahkan perkara ini
ke pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
2. Berperkara di Pengadilan

Kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ke pengadilan untuk
diselesaikan, karena cara kekeluargaan yang ditempuh tidak tercapai atau tidak
membuahkan hasil. Pihak yang merasa berhak mendapatkan hak perwalian akan
menuntut pihak lain yang dirasa telah melanggar hak nya.

Hakim dalam tahap pemeriksaan pertama (dalam hal kedua belah pihak
hadir), berusaha secara efektif untuk mendamaikan. Sering terjadi hakim menunda
jalannya persidangan sampai beberapa kali untuk memberikan kesempatan bagi

para pihak untuk mengusahakan tercapainya perdamaian diantara mereka.
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Hakim atau pihak lain dapat ditunjuk sebagai mediator yang akan
mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai
pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh
serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba
menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para
pthak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win win solution).

Mendamaikan para pihak agar berhasil tergantung kepada kesanggupan
dan kemauan serta kepandaian hakim mediator dalam mengusahakan tercapainya
perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dan juga sangat tergantung pada
adanya keinginan dari para pihak yang berperkara, karena tanpa ada niat yang
tinggi dan para pihak yang bersengketa tidak akan mungkin perdamaian itu akan
terjadi.

Musyawarah yang telah dilakukan oleh para pihak itu diharapkan dapat
tercapai kesepakatan bersama dari kedua belah pihak untuk menyelesaiakan
pemenuhan perjanjian dengan perdamaian, maka kedua belah pihak akan
merumuskan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian
perdamaian. Untuk menguatkan perjanjian perdamaian tersebut maka hasil
kesepakatan yang kemudian dibuat dalam akta perjanjian perdamaian akan
diputuskan oleh hakim pengadilan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian
perdamaian yang telah dibuat itu akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
atau mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga putusan lebih mudah
dilaksanakan.

Putusan perdamaian harus benar — benar dapat mengakhiri sengketa yang
terjadi diantara para pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak secara tuntas
mengakhiri suatu sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap
tidak memenuhi syarat formal, sehingga putusan perdamaian yang demikian
dianggap tidak sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam
kasus persengketaan anak yang diakhiri dengan perjanjian perdamaian, namun
dalam perjanjian perdamaian itu tidak dijelaskan siapa anak yang dimaksudkan,

\perjanjian perdamaian seperti itu haruslah dianggap tidak memenuhi syarat karena
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tidak jelas tentang apa yang disengketakan sehingga kedua belah pihak bisa
menyengketakannya kembali.

Melihat uraian di atas lebih lanjut bisa dijelaskan bahwa suatu perjanjian
perdamaian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat formal yang dapat
mengakhirt sengketa sehingga kedua belah pihak sudah tidak diberikan hak lagi
untuk menyengketakan dalam perkara yang sama.

Putusan perdamaian juga harus didasarkan atas persengketaan yang telah
ada. Artinya persengketaan itu  harus sudah berwujud sengketa perkara ketika
diajukan kemuka pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian
penulis. Sebelum perkara didaftarkan di pengadilan para pihak yang bersengketa
biasanya sudah berusaha untuk menyelesaiakan masalahnya secara kekeluargaan,
namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan sehingga masalah
persengketaan hak perwalian ini diajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan
dianggap sudah layak sebagai gugatan.

Para pihak yang menghendaki penyelesaian masalah persengketaan hak
perwalian anak ini dengan putusan perdamaian, maka para pihak terlebih dahulu
merumuskan suatu perjanjian perdamaian dalam suatu surat atau akta perjanjian
yang dirumuskan dari pokok sengketa ( pokok perkara ). Isi dari rumusan
perjanjian perdamaian adalah berdasarkan inisiatif dari kedua belah pihak yang
bersengketa.

Berdasar hasil penelitian dari penulis, ternyata rumusan isi perjanjian
perdamaian dituangkan dalam akta yang berupa konsep akta perdamaian. Salah
satu konsep akta perdamaian dalam perkara perebutan hak perwalian yang
terdapat dalam perkara No. 13 / Pdt.G /2002 / PN.Mgt adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) mengakui bahwa kedua anak yang dijadikan
objek sengketa adalah anak kandung dari Prilaksono, sebagai Pihak Kesatu

(Penggugat) dalam perkawinannya dengan Titik Suryanti (telah meninggal);

2

Bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan penguasaan kedua anak yang menjadi
sengketa kepada Pihak Kesatu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2003 di
depan sidang Pengadilan Negeri Magetan:
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Bahwa Pihak Kesatu berjanji akan merawat dan mendidik serta mengasuh

kedua anak yang menjadi sengketa dengan baik;

4. Bahwa Pihak Kesatu tidak keberatan apabila Pihak Kedua datang kepada
kedua anak yang menjadi sengketa dan sebaliknya;

5. Bahwa Pihak kedua berkewajiban untuk memberikan pengertian agar kedua
anak tersebut kembali kepada Pihak Kesatu apabila anak-anak tersebut tidak
mau kembali kepada Pihak Kesatu.

6. Bahwa apabila salah satu pihak melanggar syarat-syarat dalam Akta
Perdamaian i, maka bersedia dituntut menurut peraturan yang berlaku
sesual 1s1 pasal 225 ayat (1) HIR.

Persetujuan tersebut selanjutnya dibacakan oleh hakim di depan kedua
belah pihak, dan mereka masing — masing menyetujui isi persetujuan yang
diadakan. Dengan demikian rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam
perjanjian perdamaian yang bermama akta perdamaian itu benar — benar
merupakan inisiatif dan kehendak dari para pihak disertai peran aktif hakim yang
membantu mereka sebagai pendamping atau mediator pada saat kedua belah pihak
merumuskan 1si perjanjian perdamaian.

Rumusan perjanjian perdamaian setelah tertulis dalam akta, maka para
pihak membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta perdamaian. Akta
perdamaian tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan (hakim) untuk
diputuskan menjadi putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak mau
menandatangani akta tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dapat
dimintakan putusan perdamaian dalam pengadilan dan pengadilan akan menolak
permintaan putusan perdamaian. Jalan satu — satunya bila terjadi hal seperti itu
adalah perkara dilanjutkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan
pada pokok perkara.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata tujuan pokok dari para pihak untuk
mengadakan perjanjian perdamaian di pengadilan dengan diputus oleh hakim
adalah supaya perjanjian perdamaian itu dapat mempunyai kekuatan hukum yang

tetap ( inkrach van gewijsde ).
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Seperti yang diuraikan diatas bahwa untuk keabsahan dari suatu putusan
hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dalam perjanjian
perdamaian dengan keputusan hakim ini harus didahului dengan kata — kata Demi
Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, sehingga kekuatan
hukum dari akta perdamaian itu bersifat tetap. Putusan tersebut Juga harus
mendasarkan pada hukum yang berlaku khususnya undang-undang yang
bersangkut dengan perkara sengketa.

Putusan perdamaian dengan perjanjian yang dibuat di luar pengadilan pada
dasarnya memiliki perbedaan pokok. Jika dalam putusan perdamaian yang dibuat
di dalam pengadilan melekat kekuatan eksekutorial sebagai putusan yang tetap,
dalam perjanjian perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak melekat
kekuatan eksekutorial karena dianggap sebagai perjanjian biasa.

Perdamaian merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang
baik dan bersifat mau sama mau yang merupakan perjanjian antara kedua belah
pihak. Oleh karenanya Mahkamah Agung mengintruksikan kepada seluruh
Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) melalui Surat Edaran Mahkamah
Agung No.l Tahun 2002 untuk Iebih mengusahakan perdamaian dalam
penyelesaian sengketa dengan menerapkan ketentuan pasal 130HIR/154RBg.
Terlebih-lebith mengingat semakin bertumpuknya perkara di Pengadilan, maka
upaya perdamaian merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian
perkara perdata.

Masing - masing pihak dalam putusan perdamaian bersedia memberikan
dan menerima. Dengan demikian dalam putusan perdamaian para pihak tidak ada
yang dikalahkan tetapi semua merasa dimenangkan (win win solution), sehingga

dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berlarut-larut bagi para pihak.
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3.2. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Perwalian Anak Kandung
Dengan Cara Perjanjian Perdamaian

Perkara perdata yang diajukan guna mendapatkan putusan hakim dapatlah
ditempuh dengan jalan perdamaian dengan cara ditawarkan terlebih dahulu oleh
hakim kepada pihak-pihak yang berperkara pada saat persidangan dibuka. Apabila
pihak-pihak yang berperkara temnyata tidak sepakat untuk berdamai sebagaimana
yang ditawarkan hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan
dengan memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menanggapi
gugatan Penggugat.

Tawaran damai dari hakim yang telah ditolak oleh para pihak, masih
dimungkinkan jalan penyelesaian secara damai walaupun perkaranya telah sampai
pada tingkat pemeriksaan banding atau kasasi, selama belum ada keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Kekuatan suatu putusan hakim dalam memutus perkara yang berakhir
dengan perdamaian dianggap sama dengan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian dapat diketahui bahwa putusan
perdamaian ternyata mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan-
putusan lainnya di muka pengadilan.

Hukum yang mengatur tentang perjanjian perdamaian tidak semata-mata
hanya untuk kepentingan penggugat dan tergugat, namun juga harus
memperhatikan pihak-pihak yang lain yang dianggap akan terkena imbas dari
hasil putusan yang akan dibuat nanti. Dengan diperhatikannya kepentingan
seluruh pihak tersebut diharapkan hasil putusan itu akan berlaku secara adil dan
tidak merugikan salah satu pihak dan pihak-pihak lain sehingga tidak akan
memunculkan sengketa-sengketa lanjutan dan perlawanan dari pihak ketiga.

Tujuan dilaksanakan putusan perdamaian adalah menyelesaikan sengketa
dari para pihak yang berperkara. Namun ada kalanya harapan itu tidak sesuai

dengan kenyataan yang ada, sebab terkadang ada pihak yang seharusnya
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melakukan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam akta perdamaian itu tidak
menepati janji sesuai dengan apa yang telah menjadi persetujuan bersama dari
para pihak yang berperkara.

Putusan perdamaian dimana di dalamnya ada salah satu pihak yang tidak
mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang merasa
dirugikan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan
yang akan dilaksanakan secara paksa, agar para pihak yang bersangkutan
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam putusan.

Hal ini berarti para pihak yang tidak menepati janji tersebut dianggap
tidak menghormati keputusan hakim atas persetujuan damai yang telah disetujui
oleh masing-masing pihak.

Putusan perdamaian ini seperti halnya putusan pengadilan pada perkara
lamnya, juga harus menaati syarat sah suatu putusan hakim. Dalam awal putusan
dicantumkan Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Isa,
sehingga putusan tersebut akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan
tersebut juga harus mendasarkan pada hukum yang berlaku khususnya undang-
undang yang bersangkut paut dengan perkara.

Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat
negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan
putusan hakim apabila salah satu pihak tidak memenuhi bunyi putusan dalam
waktu yang telah ditentukan dan diputuskan.

Ada 3 (tiga) macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata
yaitu:

I. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang, Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR.

2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, yaitu menjalankan putusan hakim
dimana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini terjadi
kalau tidak mungkin dinilai dengan uang.

3. Eksekusi Riil, untuk eksekusi ini tidak diatur dalam HIR akan tetapi sering
terjadi dalam praktek, yaitu seseorang dipaksa untuk secara konkret

menyerahkan barang yang dijadikan sengketa. (M.Nur Rasyaid 1996;56)
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Mencermati  keterangan dapat dijelaskan bahwa putusan pengadilan
haruslah ditaati oleh masing-masing pihak dan jika salah satu pihak ingkar atau
tidak menepati akta perdamaian itu maka dapat dimintakan eksekusi oleh pihak
yang dirugikan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan isi pasal 196 HIR yaitu:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu
dengan baik maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik
secara lisan, baik dengan surat maupun supaya putusan itu dijalankan, yaitu
kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 193.
maka ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati
supaya ia mencukupi keputusan itu selama-lamanya delapan hari
Konsekuensinya apabila salah satu pihak tidak menepati isi dari perjanjian

perdamaian, maka isi putusan dilaksanakan dengan jalan hukum (eksekusi) dan
dengan prosedur pelaksanaan sebagaimana putusan pengadilan negeri yang
diputus bukan dengan jalan damai.

Putusan hakim dijalankan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri,
maka atas permintaan pihak yang diingkari dan memperingatkan kepadanya
supaya memenuhi putusan hakim di dalam waktu yang ditentukan oleh ketua
Pengadilan Negeri paling lama delapan hari. Seandainya perintah ini tidak
dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat perintah kepada
panitera untuk dilaksanakan eksekusi, sesuai dengan isi pasal 197 HIR.

Menghindari adanya pelaksanaan eksekusi, maka bagi para pihak harus
menyerahkan sesuatu atau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya.
Perdamaian yang dilakukan adalah atas dasar persesuaian kehendak dan
merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu
putusan perdamaian tidak boleh untuk mengajukan permohonan banding atau
kasasi seperti yang tercantum dalam pasal 130 ayat (3) HIR yaitu: “putusan yang
demikian tidak diijinkan orang minta apel (banding) ".

Maksud dan pasal 130 HIR di atas adalah -

I. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Putusan perdamaian yang diputus oleh hakim atau yang disebut dading

merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
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tetap, yaitu yang melekat pada undang-undang itu sendiri. Dalam pasal 1858
KUH Perdata menyebutkan putusan perdamaian mempunyai kekuatan seperti
suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Demikian juga pasal 130 ayat (2)
HIR menyebutkan putusan berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai
putusan yang biasa. Oleh karena itu putusan perdamaian sama dengan
putusan hakim (pengadilan) yang telah mempunyai atau memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa putusan perdamaian tertutup untuk upaya banding dan kasasi.
Terhadap putusan perdamaian tertutup untuk upaya hukum baik banding
maupun kasasi. Berbeda dengan perjanjian perdamaian dibuat di luar
pengadilan tanpa putusan hakim dapat dimungkinkan adanya gugatan
perkara/banding. Suatu putusan yang disebut putusan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap ialah putusan yang tidak dapat banding atau
kasasi sesuai dengan pasal 130 ayat (2) HIR.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi.

Pada setiap putusan perdamaian atau akta perdamaian melekat -
a. Kekuatan hukum mengikat;

b. kekuatan hukum eksekusi. (Victor M.Situmorang 1992;18)

Putusan perdamaian merupakan putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum mengikat kepada para pihak atau kepada orang yang mendapat

hak dari mereka. Mengingat perjanjian perdamaian dibuat atas dasar kehendak

atau kemauan para pihak, maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Konsekuensinya para pihak harus mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi

daripada perjanjian dalam putusan perdamaian.

Putusan perdamaian tidak hanya memiliki kekuatan hukum mengikat

tetapi juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Maksudnya adalah apabila salah

satu pihak tidak dapat melaksanakan isi daripada perjanjian perdamaian secara

sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan

eksekusi kepada Pengadilan Negeri, agar pihak yang ingkar janji tadi dipaksa

untuk memenuhi / melaksanakan isi perjanjian perdamaian.
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3.3. Analisa Tentang Putusan Perdamaian No.13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt

Tentang penyelesaian perkara yang terjadi antara Prilaksono dengan
Sumadi dan Marsini yang berakhir dengan perdamaian di Pengadilan Negeri
Magetan telah memenubhi syarat-syarat yang mengatur tentang perdamaian seperti
yang tercantum dalam pasal 1851 KUH Perdata tentang pengertian perdamaian
dan pasal 130 HIR tentang mekanisme proses perdamaian di pengadilan.

Perkara yang sudah masuk ke pengadilan dan para pihak hadir dalam
persidangan maka dilakukan pemeriksaan terhadap perkara vang disengketakan
yaitu perebutan dua orang anak yang bernama Argo Jodiarto dan Giri Danuarto
oleh ayah kandungnya yaitu Prilaksono dengan kakek/neneknya yaitu Sumadi dan
Marsini.

Perkara yang masuk ke pengadilan ini seharusnya mendapat seleksi yang
ketat dari pihak pengadilan. Dikarenakan pada pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dijelaskan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, seperti yang diatur oleh undang-undang No.1 Tahun
1974. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 66 dijelaskan bahwa yang
dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama untuk
pihak yang berperkara beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk para pihak
yang berperkara beragama selain Islam.

Pihak yang berperkara menginginkan adanya putusan hakim dengan
kekuatan eksekutorial, maka para pihak menyerahkan gugatannya kepada
Pengadilan Negeri dengan mengabaikan kewenangan absolut dikarenakan pihak
tergugat merasa bahwa perjanjian yang pernah dibuat dengan pihak tergugat
dengan jalan kekeluargaan dan lewat badan perdamaian desa tidak dilaksanakan
oleh pihak tergugat.

Perkara sengketa perwalian anak kandung ini termasuk di dalam golongan
perkawinan dan para pihak yang berperkara beragama Islam. Seharusnya

Pengadilan Negeri Magetan menolak perkara ini untuk diselesaikan di Pengadilan
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Negeri Magetan, sesuai kewenangan absolut yang dijelaskan dalam pasal 118
HIR.

Sidang dalam tahap pemeriksaan, hakim ketua majelis memberikan
penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sebelum
pemeriksaan perkara ini diteruskan, lebih dulu diberikan kesempatan kepada
kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan perkara ini secara damai, dan
kedua belah pihak masing-masing menyatakan bersedia menyelesaikan perkara ini
dengan jalan damai.

Penawaran damai yang dilakukan ini sesuai dengan isi pasal 130 HIR yang
berbunyi : “Apabila para pihak hadir dalam persidangan, maka hakim dengan
bantuan ketua pengadilan akan mencoba mendamaikan para pihak”.

Tawaran damai yang diberikan oleh majelis hakim ternyata diterima oleh
para pihak, maka ketua pengadilan menunjuk seorang hakim mediator untuk
menengahi dan membantu para pihak untuk menempuh jalan damai dalam
penyelesaian perkara sengketa anak kandung ini. Hakim mediator yang ditunjuk
ini adalah salah satu hakim anggota yaitu Eko Ariyanto, SH tertanggal 27 Januati
2003.

Penunjukan hakim mediator seharusnya diambilkan dari hakim diluar
majelis hakim yang menyidangkan perkara, namun dalam penelitian ditemukan
bahwa hakim yang ditunjuk sebagai hakim mediator adalah salah satu dari majelis
hakim yang menyidangkan perkara perwalian anak ini. Hal ini dikarenakan
Pengadilan Negeri Magetan adalah pengadilan kelas I, dimana jumlah hakim
yang ada sangat terbatas sehingga mengharuskan Ketua Pengadilan menunjuk
salah satu hakim majelis untuk menjadi hakim mediator.

Penunjukan hakim mediator ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah
Agung No.1 Tahun 2002 tentang perdamaian yang isinya antara lain :

I Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-
sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal

130 HIR atau 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan !

perdamaian;
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2. hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu
para pihak baik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan
argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian:

3. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara,
hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator
yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari
masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan
informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam
rangka perdamaian, mencoba menyusun  proposal perdamaian yang
kemudian dikonsultasikan dengan para pthak untuk memperoleh hasil
yang saling menguntungkan (win win solution);

4. Untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator maupun mediator pada
hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama tiga bulan. dan
dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua
Pengadilan Negeri dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian
perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1992,
Penunjukan hakim mediator oleh hakim ketua majelis, berarti hakim ketua

majelis memerintahkan kepada hakim mediator untuk  mengupayakan
penyelesaian sengketa perebutan anak kandung ini melalui perdamaian untuk
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan memerintahkan penundaan sidang hingga
tercapainya perdamaian melalui mediasi atau sampai selesai waktu yang diberikan
untuk mediasi tersebut.

Hakim mediator selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir dalam
persidangan mediasi pertama. Setelah kedua belah pihak hadir, hakim mediator
menanyakan kepada kedua belah pihak apakah para pihak bersedia untuk
melakukan perdamaian. Pihak kesatu menyatakan bahwa mereka bersedia
berdamai dengan syarat kedua anak yaitu Argo Yogiarto dan Giri Danuarto
diserahkan kepada pihak kesatu. Pihak kedua menyatakan bahwa mereka bersedia
menyelesaikan perkara sengketa anak ini melalui  jalan damai dengan

menyerahkan kedua anak tersebut kepada pihak kesatu.
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Terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan
perdamaian pada , maka hakim mediator memanggil lagi kedua belah pihak untuk
hadir dalam sidang mediasi kedua untuk membacakan butir-butir kesepakatan
yang telah dicapai oleh kedua belah pihak pada pertemuan sebelumnya. Hakim
mediator memberikan masing-masing pihak satu lembar naskah akta perdamaian
untuk dibaca dan dipelajari oleh kedua belah pihak, apakah yang tercantum di
dalam naskah akta itu sesuai dengan yang diperjanjikan pada persidangan
sebelumnya atau tidak.

Para pihak yang menyetujui segala sesuatu yang diperjanjikan dalam akta
perdamaian tersebut maka setelah dibubuhi materai, kedua belah pihak
manandatangani  akta perdamaian itu dihadapan hakim mediator. Setelah
penandatanganan akta perdamaian, kedua belah pihak diminta hadir dalam
persidangan berikutnya untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim.

Hakim mediator kemudian melaporkan kepada hakim ketua majelis bahwa
para pihak telah bersedia untuk berdamai dan telah menyepakati butir-butir yang
tercantum dalam akta perdamaian

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim mediator ini telah sesuai dengan
ketentuan dari surat edaran Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.50/K/KP/50/2003
tentang tindak lanjut SEMA No.1 Tahun 2002. Di dalamnya dijelaskan tentang
ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan seorang hakim mediator, yang isinya
antara lain :

[ Pada hari itu juga bersama para pihak dengan atau tanpa pengacaranya,
hakim mediator memberi arahan tentang keuntungan bagi kedua belah
pihak untuk menempuh upaya damai tersebut.

2. menentukan jadwal pertemuan-pertemuan dengan para pihak.

3. dalam proses perdamaian yang dipimpin oleh hakim mediator tidak ada
biaya perkara.

4. Kalau tercapai titik temu, maka dibuat drafi isi perjanjian damai antara
Penggugat dan Tergugat.

5. Isi perjanjian disepakati pihak-pihak, kemudia ditandatangani para pihak.
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6. Drafi perjanjian damai yang telah ditandatangani pthak-pihak dan hakim
mediator tersebut diserahkan kepada ketua majelis.
7. Tugas hakim mediator selesai dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri.

Ketua majelis hakim setelah menerima laporan dari hakim mediator bahwa
kedua belah pihak bersedia untuk berdamai, kemudian memerintahkan untuk
memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan
dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Bilamana kedua belah
pihak hadir pada persidangan, maka majelis akan menanyakan kepada kedua
belah pihak apakah kedua belah pihak menyetujui isi dari perjanjian perdamaian
tersebut. Setelah kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi dari perdamaian
itu, maka Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan putusan menghukum kedua
belah pihak menaati perdamaian yang telah disetujui dan disepakati tersebut.
Setelah putusan itu dibacakan di depan para pihak, maka melekatlah kekuatan
hukum yang tetap dari putusan tersebut.

Prosedur yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan
perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa menjadi suatu
putusan yang berkekuatan hukum yang tetap ini telah sesuai dengan isi pasal 130
HIR, yang berbunyi :

Ayat (1) :
Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan
negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Ayat (2) :
Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang
diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak
dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan
berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Mengenai bagian-bagian dalam akta perdamaian yang dibuat untuk

menyelesaikan sengketa perwalian anak ini berisi -
I. Kepala putusan, yang terdiri dari penyebutan nomor perkara serta
penyebutan irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN YANG
BERKETUHANAN YANG MAHA ESA”. Penyebutan irah-irah tersebut
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sangat penting, oleh karena selain merupakan syarat yang diwajibkan

dalam hal ini pasal 4 (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 juga

mempunyai kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan biasa.

2. Identitas yang menyebutkan siapa pihak-pihak yang berperkara, Penggugat
maupun Tergugat. Hal ini penting sebab berkaitan dengan siapa yang
nantinya dihukum untuk mentaati isi putusan dan melaksanakan secara
sukarela.

3. Pertimbangan, dalam hal ini tercapai pertimbangan putusan cukup dengan
hanya mengambil alih akta perdamaian yang dibuat para pihak untuk
seluruhnya, tanpa mengurangi sedikitpun.

4. Diktum / amar, yaitu berisikan hukuman kepada kedua belah pihak yang
berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan peradilan.

5. Keterangan lain-lain, diantaranya berisikan keterangan tentang tanggal,
bulan serta tahun saat diucapkannya putusan perdamaian dalam sidang
yang terbuka untuk umum. Hal ini penting untuk memastikan sejak saat
mulai berlakunya isi putusan perdamaian, yaitu sejak saat diucapkannya
oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Hakim dalam mengusahakan dan memutuskan perdamaian dalam hal
persengketaan anak kandung ini harus mempertimbangkan segi-segi sosial dimana
hakim memperhatikan tentang keadaan dari orang tua kandungnya, nenek yang
telah mengasuh kedua anak tersebut dan juga memperhatikan faktor psikologis
dan kedua anak yang menjadi objek sengketa, dimana kedua anak tersebut masih
sangat muda dan masih memiliki tingkat emosional yang sangat tinggi.

Adanya putusan perdamaian ini diharapkan para pihak yang bersengketa
masih tetap dapat menjalin hubungan kekeluargaan seperti sedia kala, dan kedua
anak yang dipersengketakan dapat menemui kebahagiaan dengan hidup diantara
keluarga yang menyayangi mereka.

Mekanisme penyelesaian perkara No.13/Pdt. G/2002/PN.Mgt  yang
berakhir dengan putusan perdamaian di Pengadilan Negeri ini telah memenuhi

unsur-unsur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
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berlaku, mulai dari tawaran hakim ketua majelis kepada para pthak yang
bersengketa untuk menempuh upaya perdamaian, yaitu dalam pasal 130 HIR
dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator sebagai penengah dari pihak yang
bersengketa, sesuai dengan SEMA No. | tahun 2002, kemudian dibuat akta
perjanjian yang pada akhirnya diserahkan kepada majelis hakim untuk diputuskan

menjadi sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasar uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut -

I. Cara penyelesaian persengketaan hak asuh anak kandung dengan cara
perdamaian dilakukan dengan menuangkan dalam suatu perjanjian
perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, yang pada akhimya akan
diputuskan hakim melalui sebuah putusan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap. Sifat dari putusan perdamaian ini haruslah dapat
mengakhiri sengketa diantara para pihak yang berperkara, karena isi dari
perjanjian peradamaian dibuat sendiri oleh para pihak dengan disaksikan
dan didampingi oleh hakim mediator tanpa ada campur tangan darn pihak
lain. Akibat hukum penyelesaian perselisihan hak asuh anak kandung
dengan cara perdamaian adalah putusan perdamaian itu harus ditaati oleh
kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial Apabila
salah satu pihak nantinya melanggar dengan tidak menepati isi dari
perjanjian perdamaian, konsekuensinya isi putusan dilaksanakan dengan
jalan hukum (eksekusi) dan dengan prosedur pelaksanaan sebagaimana

putusan Pengadilan Negeri yang diputus bukan dengan jalan damai.

2. Proses perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Magetan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yaitu pasal 1851 KUH Perdata, pasal 130 HIR, pasal 196 HIR. Dengan
serangkaian tugas darin para pihak yang terkait yaitu Ketua Pengadilan
Negeri, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah sesuai dengan apa yang
digariskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 dan
Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.SO/K/KP/1/50/2003.
Hanya saja untuk kewenangan mengadili perlu diperhatikan dimana

seharusnya perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

35
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4.2. Saran

Saran-saran yang dapat disumbangkan penulis berkaitan dengan kesimpulan

diatas adalah :

I. Hendaknya apabila timbul perkara yang para pthaknya masih ada
hubungan keluarga dan menyangkut tentang anak sedapat mungkin
disclesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan :

2. Hendaknya bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dalam
menyelesaikan perkara sengketa perwalian seyogyanya memasukkan

gugatan kepada Pengadilan Agama.
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Alamat : JI. Nias I1/ 14 Jember

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Magetan mulai tanggal
29 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 29 Desember 2003, guna
keperluan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS
TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN ANAK
KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN
NEGERI MAGETAN (Studi Putusan Perkara No. 13/Pdt. G/2002/PN.Mgt). -
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana perlunya.
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PENETAPAN
tomor : 1> /Pdr.G/2002/FN.iMgt.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA EsSA

Kami, Ketua , Hakim Pengadilan Negeri di . Magétan.
Telah memns za  surat  Gugatan tertanggal .3.8. . OkToORER E00A .
mor @ \5/Pdv. 3. /2CO0/PN . Mgt .dalam Perkara antarva

.....................................

...........

atanEg penundwiian Haikim tungg&l/Made}is Hakim, _
Manimbarg, oohwa hari sidang dalam perkars tersebut sekarang
L%h aictentvakarn. p
cHemperhatikan pasal 121 HIR/145 RBG serta ketentuan Hukur lain
18 hersangkutsn. |
pin g NAUE DA P RN N _
Menerapikan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilsngsungkan
&t Searn . L tangagal @ . /G deeeto P?Q";Q-Jam : 08. 30 WIR.
wErinvanigan  anculk memanggil kedua belah pihak supays datvang
nmiga  persidangan fengadilan Hegeri Magetan dengan membawa saksi -
tel yang nendak di dengar keterangannya dan surdt-surat yang hendak
dengar keterangan dan surat-surat yang hendak dipakainya untuk
il aslam perkara itu, pula supaya diserahikan kepada pihak Tergugat
i¢lail  Turunan Gugatan dengan diterangkan, bsahwa GQugatan itu  dapat
jawab olehnya dengan tulisan yang ditanda tanggani olehnya sendiri
A cleh kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut

Atas.,
Menztapian, bahwa tenggang waitu antara hari memanggil pihalk-

o

nak dari hari sidang ditentukan sekurang-kurangnya harus ada 3

iga) hari Reria. i
Ditetapkan di M &
Pada tanggal:: /e2. 9‘9’”30" L. 2008

KETUA/HAKIM |[tersebut,
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PERIHAL : SURAT GUGATAN UNTUK PENYERAHAN 2 (DUA) ORANG
ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR.
LAMPIRAN :1(SATU) BERKAS SURAT KUASA KHUSUS.

Surabaya, 28 Oktober 2002

p iy —— e

r2AF “i

KEPADA Vi /é/ﬁf/ 6 /ozoce.e/ﬁo;, -
YTH : BAPAK KETUA i e I
PENGADILAN NEGERI MAGETAN SN
MAGETAN

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

‘Nama : Ny. Dra. UMI BADRIYAH.

Pekerjaan : Dosen

Alamat tempat tinggal : Siwalankerto Timur I RT.004 RW.005 No.43
Surabaya.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2002 (terlampir)
bertindak untuk dan atas nama Suami saya bernama PRILAKSONO; Pekerjaan
Swasta; Alamat tempat tinggal Siwalankerto Timur I RT.004 RW.005 No.43
Surabaya, untuk selanjutnya disebut pihak PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. SUMADIL

2. MARSINL

Keduanya Suami Istri; alamat tempat tinggal di Dusun Sumberejo Desa Ringinagung
Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT

Adapun Gugatan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PRILAKSONO; berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal
31 Januari 2002 No.15/Pdt.G/2001/PN.Mgt melawan SUMADI dan MARSINI
kini Para Tergugat (Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap);
diputuskan sebagai pihak yang menang dalam perkara tersebut yang amarnya
sebagai berikut ;

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ayah kandung sah dari dua orang anak
laki-laki yang masth dibawah umur masing-masing bemmama : ARGO
YOGIARTO dan GIRI DANUARTO dari pernikahannya dengan TITIK

SURYANTIL
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- Menyatakan bahwa dengan meninggalnya istri Penggugat, maka Penggugat
satu-satunya orang tua kandung dari dua orang anak laki-laki yang masih
dibawah umur masing-masing bernama ARGO YOGIARTO dan GIRI
DANUARTO yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara
kedua anak laki-laki tersebut sebagai wali.

- Menghukum Para Tergugat sccara tanggung renteng untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 182,000 (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Mecnolak Gugatan sclebihnya.

Bahwa oleh sebab Putusan Pengadilan Negeri Magetan aquo; bersifat  dekla
ratoir, maka mcnurut hukum tidak dapat dilaksanakan; mclainkan harus
diajukan Gugatan baru untuk menuntut penyerahan 2 (dua) orang anak laki-
laki bernama ARGO YOGIARTO dan GIRI DANUARTO supaya
diserahkan oleh sekarang Para Tergugat kepada PRILAKSONO/Penggugat
sebagai wali ayah dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang masih dibawah
umur tersebut.

Bahwa Para Tergugat telah diminta oleh Penggugat dengan cara
kekeluargaan untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut; akan
tetapi Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkannya dengan baik kepada
Penggugat sebagai ayah kandung yang berhak mengasuh, memelihara dan
mendidiknya sebagai wali.

b2

Oleh karena itu Penggugat sekarang menuntut melalui Pengadilan Negeri
Magetan agar Para Tergugat segera menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-
laki yang masih dibawah umur tersebut, kepada PRILAKSONO (Penggugat)
sebagai yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara kedua
orang tua anak laki-laki tersebut sebagai wali sebagaimana menurut amar
Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 31 Januari 2002 tersebut diatas;
bilamana perlu penyerahan anak tersebut dengan bantuan alat negara.

3. Bahwa oleh sebab Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 31 Januari
2002 No.15/Pdt.G/2001/PN. Mgt sudah mempunyai kekuatan hukum  tetap
dan melihat urgensi mengasuh, mendidik dan memelihara kedua anak laki-
Jaki yang masih dibawah umur ini amat mendesak secara Eksepsional; maka
cukup alasan hukum berdasarkan ketentuan pasal 180 RIB LN 1941/44
Penggugat memohon agar Putusan Perkara ini dijalankan segera/serta merta
(Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi
ataupun Peninjauan Kembali (PK) atasnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas; maka dengan hormat dan kerendahan
hati Penggugat memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan
Yth agar memanggil kepada kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat
sebagaimana seharusnya; untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada
waktunya memutuskan sebagai berikut :
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PRIMAIR

I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum kepada Para Tergugat yakni SUMADI dan MARSINI:
untuk segera menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang kini masih
dibawah umur yakni ARGO YOGIARTO dan GIRI DANUARTO
kepada PRILAKSONO/Penggugat sebagai wali yang berhak untuk
mengasuh, mendidik dan memelihara kedua anak laki-laki tersebut;
sebagaimana telah diputuskan  dalam  Putusan  Perkara
No.15/Pdt.G/2001/PN.Mgt. pada tanggal 31 Januari 2002; bilamana
perlu penyerahan kedua anak laki-laki dibawah umur tersebut dengan
bantuan alat negara.

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yakni SUMADI dan
MARSINI yang tidak mau menyerahkan kedua anak laki-laki yang
bernama ARGO YOGIARTO dan GIRI DANUARTO yang masih
dibawah umur kepada PRILAKSONO / Penggugat untuk mengasuh,
mendidik dan memelihara kedua anak laki-laki tersebut sebagai wali;
sebagaimana  telah  diputuskan  dalam  Putusan = Perkara
No.[5/Pdt.g/2001/PN. Mgt. pada tanggal 31 Januari 2002 adalah
perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan dijalankan segera walaupun ada
Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK) atasnya,

5. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara ini.

J

SUBSIDIAIR

Memohon Putusan yang seadil-adilnva.

Demikian Gugatan ini disampaikan kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Magetan Yth; seraya mengharapkan kearifan dan keadilan atasnya untuk mana
dihaturkan terima kasih.

Hormat Penggugat
Kuasa Hukum

ol

Ny. Dra. UMI BADRIYAH
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Model : C.1.Pdt.

RISALAHBE PANGCGILAN
Moo 4 rEdE ol 0% ot EPNN@b . . ..

Pada hari ﬂ%/yﬁ_‘ tanggal | 2///5”/ 2000 'GUA

; . SAYA SUJ A D I . berdasarkan Surat Penctapan
UA PENGADILAN NEGERI MAGEMAN u,nanggal 6 Mei 1396
1100 DeMgteKpe04404=25,! l‘&hnn...199_6_ dttun;uk scbagai Jsemsita/Jurusita Pengganti pada

adilan Negeri .. Magetan . . . ...

TELAH MEMANGGIL

o S K K DI & Keduanya bertempat tinggal di Dusun Sumberejo Desa Ringinagun
W AR S LN B Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

untuk selanjutnya disebut Para Tergugat.

aya mercka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri ... _ Magetan 6 b
 Karya Thamma No.10 . ... padahari .S.enen. ... tanggal Tl =, Desem er o R
o PSS NSRAES 8430 Wib . ... .. pagi dalam pcmeriksaan Perkara Perdata Gugatan
ara :

NY. Dra, WMI ] BADRIYAH i epade sebaai ... Penggugat

Kyasa dari s PRILAKSONO

e m AP AL MIT AAAN Y
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Model : C.1.Pdt

lawan

. SWIADI dan MARSINI = Para Tergugat =~

A SEDARA] el L

gan membawa Saksi-Saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti
alam perkara terscbut diatas, juga telah discrahkan kepada pihak Tergugat/Terbantah” masing-
sing schelai salinan surat gugatan/bantahan yang diajukan olch pihak Penggugat/Pembantah” | dengan
rangkan bahwa gugatan/bantahan itu oleh pihak Tergugat/Terbantah” dapat dijawab secara lisan
i tertulis yang ditanda tangani olehnya/mereka sendiri atau Kuasanya yang sah, serta diajukan pada

«tu sidang terscbut diatas.

Panggilfn ini_saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara

/c// deet' | @il h 1%5’%,

gan ;

sing-masing schelai salinan risalah panggilan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kcpadaﬁw%’ﬂ7’ﬂé

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tanga%@sgya, d&(/ﬂf \ﬂ”ﬁWK

Hnggagsﬁhmw" i Pengganti,
rerg?t
i AL BN i) 0
Tergugat/ Lerbantahs’,
P
MARSINTI s
rincian Biaya :
. aya Panggilan R N
* aya Penyeraban : Rp. .o
fingn SuratiGugat = RP. s oo o siieims
aya Jalan T80 5 N AT
umlah PR e sestien

D2.2/TL.01/PDT.C/2001.3

Carot vano tidak nerin
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PENETAPAN
No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan.
Jembaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No.
13/Pdt.G/2002/PN.Mgt tanggal 12 Novémber 2002 tentang penunjukkan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt

antara:

PRILAKSONO, Swasta, beralamat di Jalan Siwalankerto Timur I RT 004 RW 005
No. 43 Surabaya, dalam hal ini diwakili Ny. Dra. UMI BADRIYAH,
Dosen, beralamat di Jalan Siwalankerto Timur I RT 004 RW 005
No. 43 Surabaya, selanjutnya disebut PENGGUGAT,;

lawan

1. SUMADI,
II. MARSINI,
Keduanya suami istri, beralamat di Dusun Sumberejo, Desa Ringinagung,
Kecamatan Magetan, Kebupaten Magetan, selanjutnya disebut PARA
TERGUGAT;
slah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2002, Jawaban
srtama Para Tergugat, Repik Penggugat dan Duplik Penggugat.
Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini,
Ketua Majelis Hakim memandang perlu menunjuk salah seorang Hakim
Anggota sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi kepada kedua belah
pihak dalam upaya menyelesaikar sengxeta perdata ini melalui perdamaian.
Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan lain yang

bersangkutan.

MENETAPKAN:
|
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I. menunjuk Hakim Anggota EKO ARYANTO, S.H. sebagai mediator kedua
belah pihak guna mengupayakan penyelesaian sengketa ini melalui
pedamaian untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

2. memerintahkan penundaan sidang perkara ini hingga tercapainya

perdamaian melalui mediasi atau sampai selesai waktu yang diberikan untuk

melakukan mediasi tersebut.

Ditetapkan di Magetan tanggal 27Januari 2003.

r~.<.:~‘r‘:\_‘:‘3‘?} IFQ-FL/MD]

LN e

oy chiedbikea Han ieocokkan den
YACTRYAld JOLOSony tersebut cocak o m

Coliad atmscant banyi asiyy

SEKRETA RIS
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AKT:®A PERDAMAIAN

Fada hari ini RABU tanggal. 29 Januari 2003 bertempat di
kantor Pengadilan Negeri Magetan, jalan Karya Dharma Mo. 10
Magetan kami :

1. PRILAKSONO pekeriaan Swasta, bertempat tinggal
di Siwalan Kerto timﬁr 1 RT.004,

RW.005 nomor: 43 Surabayas
2. NY. Dra. UMI BADRIYAH pekerjaan Dosen, bertempat tingagal
di Siwalan Kerto timur I RT.004,

RW.OOS Nomor: 43 Surabayai
vang dalam perkara Nomor:13/Fdt.B8/2002/FN.Mgt bertindak
s=laku Frinsipal dan Kuasanya (sebagai Fenggugat) selan-

sutnya dalam Akta ini disebut sebagai PIHAK KESATU

Ze S0 B ANEBST
B o MA RS RN T Keduany & bertempét tinggal di Dusun
sumberejao, Desa Ringinagung. keca-
matan Magetan, Kabupaten Magetans:
vang dalam perkara Nomer:13/Pdt.B/2002/PN.Mgt bertindak
selaku para Tergugat selanjutnya dalam Akta ini disebut
sebagai PIHAK KEDUA, bhersepakat untuk mengakhiri sengketa
dalam gugatan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2002/PN.Mot. dengan
syarat-syarat sebagai berikut:
1. Bahwa FPIHAK KEDUA mengakui ARGO JOGIARTO dan GBIRI
DANUARTD adalah anak kandung dari PRILAKSBONO dalam

perkawinannya dengan TITIK SURYANTI:

)

Habhwa FIHAK KEDUA akan menyerahkan penguasaan ARGO
JOGBTARTO dan GIRI DANUARTO kepada FIHAK KESATY pada
hary © E L. A 5 A tanggal. 4 Februari 2004 clidepan

Sidang Fenoadilan Megeri Magetan:
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. Bahwa PIHAK KESATU berjanii akan merawat dan mendidik
serta mengasuh ARGO JOGBIARTO dan GIRI DANUA%TD dengan
baik g

4., Fahwa FIHAK KESATU tidak keberatan apabila PIHAK KEDUA
datang kepada ARBD JOGIARTD dan GIRI DANUARTO dan
zebaliknyas .

5. HRahwa FIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pen-—
gertian agar ARGD JOGIARTO dan GIRI DANUARTO kembali
kepada PIHAK KESATU apabila ARGO JOGIARTO dan GIRI
DANUARTOD tidak mau kembali kepada PIQQK KESATU:

&. Bahwa apabila salah satu pihak melanggar syarat—syarat

dalam Akta Ferdamaian ini maka bersedia dituntut

menurut peraturan yang berlakug
Demikian Akta FPerdamaian ini dibuat dan selanjutnys

ditanda tamgani oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur

paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magetan, 29 Januari 2003.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

SuUM™MADT

MARSINTIE NY.Dra. UMI BADRIYAH
Nomor :;ﬂB{H?. (/2&3.
ikad dan

setelah isi fotocony dire dibnenkkan degn
surat ashnya ternyata fotocopy tersebut cod K ddan
suai dendwn bunyi aslinya

2003 .
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PENGADILAN NEGERI

MAGETAN

PUTUSAN

Reg.No.: 13 /Pdt.G./ 2002 /P.N.Mgt.

DALAM PERKARA PERDATA

antara

NY. Dra. UMI BADRIYAH kuasa dari PRILAKSONO

melawan

SUMADI . Dke

ST s e

=

SR

S

m‘mmmwumn R e AT PRI PRI A TR RS AT N S0
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PERDAMAIAN

NO. 13/PDT.G/2002/PN.MGT
Pada hari ini, Selasa tanggal 4 Februari 2003 (4-2-2003) dalam sidang Pengadilan
; Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, datang menghadap:
. PRILAKSONO, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Timur | RT
004 RW 005 No. 43 Surabaya, selaku Penggugat Prinsipal;
. Ny. Dra. UMI BADRIYAH, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Siwalankerto Timur
RT 004 RW 005 No. 43 Surabaya, selaku Kuasa Penggugat;
bersama-sama disebut Pihak Kesatu;
dan
lll. SUMADI;
[V. MARSINI, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Ringinagung,
Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, selaku Tergugat | dari Tegugat Il Prinsipal;
bersama-sama disebut Pihak Kedua.

Setelah pemeriksaan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt memasuki
tahap Duplik, Kedua Belah Pihak melakukan pertemuan Mediasi pada hari Senin tanggal
27 Januari 2003 (27-1-2003) dan hari Rabu tanggal 29 Januari 2003 (29-1-2003) dengan
Mediator Hakim Eko Aryanto, S.H., salah satu Anggota Majelis Perkara Perdata tersebut
yang ditunjuk Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Mediasi No.
13/Pen.Med./Pdt.G/2003/PN.Mgt tanggal 27 Januari 2003 (27-1-2003) dengan hasil
késepakatan mengakhiri sengketa Kedua Belah Pihak melalui Akte Perdamaian (acta van
dading) tanggal 29 Januari 2003 (29-1-2003), dengan muatan sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Kedua mengakui ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO adalah anak

kandung dari PRILAKSONO dalam perkawinannya dengan TITIK SURYANTI;

1

y


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

. bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan penguasaan ARGO JOGIARTO dan GIRI
DANUARTO kepada Pihak Kesatu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2003 di depan
sidang Pengadilan Negeri Magetan;
. bahwa Pihak Kesatu berjanji akan merawat dan mendidik serta mengasuh ARGO
~ JOGIARTO dan GIRI DANUARTO dengan baik:
. bahwa Pihak Kesatu tidak keberatan apabila Pihak Kedua datang kepada ARGO
JOGIARTO dan GIRI DANUARTO dan sebaliknya;
. bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pengertian agar ARGO
JOGIARTO dan GIRI DANUARTO kembali kepada Pihak Kesatu apabila ARGO
JOGIARTO dan GIRI DANUARTO tidak mau kembali kepada Pihak Kesatu:
. bahwa apabila salah satu pihak melanggar syarat-syarat dalam Akta Perdamaian ini,
maka bersedia dituntut menurut peraturan yang berlaku.
Biaya perkara ditanggung Penggugat.

Berdasarkan Akta Perdamaian (acta van dading) tersebut, Pengadilan Negeri

Magetan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

setelah mendengar dan membaca kesepakatan Kedua Belah Pihak di atas:
memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain
yang bersangkutan:
MENGADILI:

nenghukum Kedua Belah Pihak mentaati perdamaian yang telah disetujui dan disepakati

4
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Demikian diputuskan pada hari, Selasa tanggal 4 Februari 2003 (4-2-2003) oleh
@mi ZA. SANGADJI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EKO ARYANTO, S.H. dan
WIDARTI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
falam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan
didampingi, SUWARI, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat Prinsipal, Kuasa

Penggugat, Tergugat | dan Tergugat II.

Hgkim Ketua,

)

Hakim Anggota,
i _4r METERAI
Lo 4 EMPEL

EKO ARYANTO, S.H.

gt

DARTI, S.H.

Biaya:

Panggilan Rp 82.000,00
Materai Rp  6.000,00

Redaksi Rp  3.000,00
Administrasi Rp 50.000,—

Jumlah Rp 141.000,—
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